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ABSTRAK

CATATAN

untuk pengoptimalan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial, maka
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
perlu disesuaikan.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan menetapkan batasan
istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Hibah adalah
pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian Bantuan Sosial
adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah
Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan. Diatur tentang perubahan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17,
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 45, dan
Pasal 46.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024.



